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PEilUtrJI'KAlT STAT' KHUSUS BUPATI HALMA}ITRA BARAT
BIDANG SUMBER DAYA MAITUSIA

DALAM PEITYELEITGC}ARAAIT PEMTRIilTAIIAIT DAIRAII
XABUPATEil HALMAIIERA BARAT

TAlru$ 20/26

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanal kemasyarakatal agar be{alal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam
penyeleaggaraan pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Hafmahera Barat serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dihutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Sumtrer Daya Manusia

Mengingat: 1.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat {2)
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun '2025 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahwa Staf
T/L,.^..^ D-,-^.: l:^.^-l-^+ ^l^1^ D--.^^.: l^- D^*-^.^-l-^.^.^ C+^f I/1^..^,,..r\llu5us Dulratl ularlE,r\ilr. ululr Dupd.rr tlilr.l rulrBilrrBAiaLarl }:)Lar r\rlu5u5
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan seLragaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati Flalmahera Barat Bidang Sumtrer
Daya Manusia Dalam Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2026;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah--
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang i'iomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Katrupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Ilalmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun '2OA4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang i.iomor 5 Tahun '2014 teirtang Aparatur Sipil itlegaia;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OI4
Pemerintahan;

tentang Administrasi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2422 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerjntah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2A17 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegar.vai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2a79 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2A14 tentang Peraturan Pelaksanaar:
Und,ang-undang |.lomor 12 Tahun 2011 teniang PemLrentukan Peraiui'an
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor l2o Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor B0 Tahun 201s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2a2o tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Perat.uran Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nornor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2arc tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan llaerah Kabupa+.en Halmahera Rarat Nomor 1 Tahun 2C2r.;
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2A26;
Peraturan Bupati Halmahera Bar-at Nomor 20 Tahun 2a21 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan tsupati Hahnahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan llupati Haimahera Barat Nomor i.A Tahun 2o2s tent.ang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabamn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Rarat Tahun Anggaran 2O26;
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24.

Menetapkan

KESATU

KBDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA :

KBENAM :

MEMU?USKAN :

Menunjuk staf Khusus Bupati Halmahera Rarat Bidang sumber Da"va
Manusia Daiam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seLragaimanil
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Dat a Manusia
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember
'r^L,,- a^aAI Arrulr L\) L\t.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Da5za Manusia llalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapai diberikan tunjangan kineq'a dengan besaran
Rp. 4.5OO.OOO,- {Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Staf Khusus Bupati bidang Sumber Day'a Manusia Daiam Penyelenggaraall
Pemerintahan Daerah seiain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat dapat puia diberikan tambahan penghasilan lain
sepanjang lidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
Staf Khusus Bupati bidang Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraall
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perialanan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Perjalanan Dinas Non PNS.
Staf Kirusus Bupai-i Bidang Surnl.rer Da.ya fuiairusia Daiam Perweiengaraaft
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memhrerikan bahan masukan, kajian dalam porumusan kebijakan Bupati
di Bidang Suilber Daya Manusia Dalam Penvelenggaraan Pemeriirtahan
Daerah -Yang mencakup pelayanan administrasi pemerintatran,
pernbangunan dan kemasyarakatan"

KtrTIJJTJH :
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b. Melaksanakan identilikasi dan analisis pokok permasalahan yang urgen
dan strategis di bidang Sumber Daya Manusia;

c. fuIenyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaiuasi terhaclap Sumber
Daya Manusia;

d. Membantu Staf Ahli Bupati daiam menyusulr rekomendasi kajian dan
analisis Sumber Daya Manusia;

e. Memantau dan melakukan kajianlanalisis terhadap kebijakan Daerah
agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan l)aerah:

f. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia
'," Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas

Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Dalam Penyelenggaraan
berkoordinasi dengan

KESEMBIL;rI'{: Segaia biaya yang akan timbul sebagai akibar dikeiuarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kal-tupaten
Halmahera Barat.

KtrStrPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Padatanggal: 6 J i2026

BUPATI BARAT,
PF^IABAT PARAF

Sekretaris Daerah lt
lit

Ass. Bid" Adm. Umum @/
Kabag Umurrr, Perencanaan &
Keualgan h^

Kabag. Hukum & Orgs UL
Temhusana Disampaikan kepad6 Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. h:spektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

UAITG



LAMPIRAN

TtrNTAI.{G

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHBRA BARAT
NOMOR : ,{ /KPIS/ Il'2U26
TANGGAL : q JANUARI2O26

DAFTAR SI.JSUNAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHtrRA BARAT
BIDANG SUMBBR DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN P]'MERINTAHAN DAERAH KABUPATE}\I
HALMAHERT{ BART\T TAHUN 20'26

NO. NAMA JABATAN

BESARAN
TUNJANGAN

(Rp)
KET.

1 MU1AHAR Hi. NASIR
Staf Khusus Bupati
Bidarrg Surnber Dal'a
Manusia 4.500.000,-

2 MASRI HAMJA

Staf Khusus Bupati
Bidang Sumber Daya
Manusia 4.500.000,-

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs


